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Abstract: Arbitrage clausal in agreement between PT Pura Barutama and Perum Peruri has been
conducted by Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Indonesian National Arbitrage
Board) with the winner in Perum Peruri. However, PT Pura Barutama asked for
objection to Pengadilan Negeri Kudus (Kudus State Court) and the winner is PT Pura
Barutama. Perum Peruri, however, does not agree with this decision and asked for
objectin to the General Attorney and once again, the winner is Perum Peruri.
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LATAR BELAKANG

Transaksi bisnis selalu mengandung risiko adanyesepgketaan, namun demikian
sebenarnya para pelaku bisnis selalu berusaha untrghindari jangan sampai sengketa
tersebut muncul di pengadilan. Upaya untuk merdsrinpenyelesaian sengketa melalui
pengadilan, sebenarnya dikenal adanya lembagaaifepenyelesaian sengketaltérnative
dispute resolution). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersabmpunyai banyak seqgi
positipnya, yaitu: kepastian hukum lebih terjampgndorong adanya investasi; mengurangi
bertambahnya penumpukan perkara kasasi di Mahkamag; prosedur yang sederhana; biaya
lebih ringan; dan sesuai dengan budaya musyawaraimdfakat pada masyarakat Indonesia.

Ada beberapa bentusdternative dispute resolution seperti arbitrase, mediasi, konsiliasi,
ajudikasi ataupumini trial yang berupa peradilan mini yang lebih banyak babaeng di
Amerika Serikat. Alternative dispute resolution di Indonesia sebenarnya justru sesuai dengan
akar budaya sendiri, khususnya atas pengaruh haklatyang berlaku di masyarakatnya yang
berupa musyawarah dan mufakat yang menghindarilikoafau sengkata secara terbuka di
pengadilan. Begitu pula halnya di negara-negaraylang mempunyai akar budaya hampir sama
dengan Indonesia, yang selalu mengutamakan budayayamvarah. Selain itu dalam
perkembangannya semakin terbukanya kesadaran sefialkk menjaga etika bisnis, yaitu antara
pihak yang bersengketa tidak akan membuka kesakaapun kelemahan relasi bisnisnya di

pengadilan.
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Undang Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitraae Alternatif Penyelesaian
Sengketa pada dasarnya merupakan langkah maju peinkaharuan peraturan, karena selama
ini pengaturan tersebut masih bersifat parsidd pang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda
dan Konvensi-konvensi internasional yang telah tifikasi, maupun berdasarkan peraturan-
peraturan yang kedudukannya lebih rendah daripadtang-undang. Keberadaan Undang
Undang No. 30 Tahun 1999 selain untuk menempungepd#yangan bisnis dan kemajuan
hubungan perdagangan, juga dimaksudkan untuk meokbokum nasional yang utuh dalam
rengka mengatur penyelesaian sengketa melaluhiagbidan alternatif penyelesaian sengkata.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merugaikhan bagi pihak-pihak yang terjalin
hubungan hukum secara keperdataan, sehingga sepeni&a pilihan tersebut telah ditetapkan
maka jika dikemudian hari timbul sengketa seharastigelesaikan di luar pengadilan secara

konsisten.

PERUMUSAN MASALAH

Perjanjian antara Perusahaan Umum Percetakan Ugmgbkk Indonesia dengan PT.Pura
Barutama, di dalamnya ada klausula bahwa jika diddian hari atas perjanjian tersebut timbul
persengketaan maka akan diselesaikan di luar pgagadngan menggunakan arbitrase melalui
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Kenyataga salah satu pihak tidak melaksanakan
Putusan BANI, tetapi justru melakukan upaya hukwepkngadilan. Bagaimanakah penerapan
hukum perjanjian pada Putusan Mahkamah Agung BANDING/WASIT/2003 berkenaan

dengan perjanjian keperdataan dengan klausula lesayen melalui arbitrase BANI ?.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yuridis normative, yang merngkaatu putusan pengadilan dalam hal
ini Putusan Mahkamah Agung R.l. No.1/BANDING/WA®U03. Bentuk kajian berupa
menguji penerapan hukum atau peraturan perundat@agan yang digunakan sebagai bahan
pertimbangan dan landasan hukum untuk membuat gutu8dapun sumber data yang
digunakan adalah sumber data sekunder, yang dgbedari: a).Bahan Hukum Primer, berupa
Putusan Mahakamah Agung R.l. No. 1/BANDING/ WASW@3. Termasuk dalam bahan
hukum primer juga undang-undang. b). Bahan HukwkuBder, berupa bahan kepustakaan

yang di dalamnya terdapat pendapat para ahli hdéepardataan berkaitan dengan penyelesaian
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sengketa di luar pengadilan. c). Bahan hukum Terberupa bahan pendukung yang tidak
termasuk dalam Bahan Hukum Primer dan Bahan HuBekunder yang berupa artikel di
media masa dan sejenisnya.

Tujuan penelitian untuk mengkaji penerapan hukungydipakai Mahkamah Agung dalam
memeriksa dan memutuskan upaya hukum banding atasgm Pengadilan Negeri Kudus, yang

berupa pembatalan putusan arbitrase BANI. AndDsita yang digunakan yaitu kwalitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pencetakan uang kertas rupiah dalam kewenangan IBdokesia, hanya saja penyediaan
kertas uang dan pencetakan tersebut akan dilakpikeak lain. Pengadaan kertas uang harus
melaluhi tender, tetapi Bank Indonesia tidak menypungka Pengenal Impor (API) sebagai
syarat penyelenggaraan lelang. Dalam penyediadaskeang Bank Indonesia memberi kuasa
kepada Perum Peruri untuk melakukan pengadaamasktang, yang dimenangkan oleh PT.
Pura Barutama yang beralamat di Kudus. Selanjuigskertas uang tersebut akan dicetak oleh
Perum Peruri. Perum Peruri sebenarnya dalam pbarsya menjalankan kepentingan Bank
Indonesia berdasarkan surat kuasa.

Bulan Agustus 1997 tercapai kesepakatan bersanasaaBank Indonesia dengan Perum
Peruri yang dituangkan dalam Perjanjian Hubunganakido. 30/1/UPU /PAPU/348/VI11/1997,
tentang pengadaan bahan baku kertas uang dan a@emtetiang rupiah. Adapun isi
perjanjiannya antara lain :

1. Bank Indonesia merencanakan pengadaan bahan udnk setiap tahun anggaran

2. Perum Peruri berkewajiban untuk melaksanakan pagakertas uang untuk atas nama
Bank Indonesia.

3. Bank Indonesia dan Perum Peruri bersama-sama nkelakseleksi tiga calon pemasok
kertas uang tersebut.

4. Perum Peruri ditugaskan untuk membuat Perjanjiah Beli atas kertas uang yang terpilih
dalam seleksi.

Pada tahun 2000 terpilih PT. Pura Barutama yandobasili di Kudus propinsi Jawa
Tengah sebagai pemenang tender. Dalam pengaddas kang antara PT. Pura Barutama
dengan Perum Peruri dibuat Surat Perjanjian N®3%1/2000, yang isinya berupa pengadaan
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kertas uang untuk mencetak uang rupiah Repubdikrasia, yaitu 31.280 rim untuk pecahan
Rp.500 (U/TE.2000) dan 44.478 rim untuk pecahad RpO (S/TE.2000).

Dalam perjanjian tersebut pada Pasal 22 ayat (tapat klausula arbitrase jika terjadi
sengketa antara Perum Peruri dengan PT. Pura Barutalam pelaksanaan perjanjian tersebut
akan diselesaikan sengketanya dengan arbitrasali@tman BANI.

Mulai bulan Juli tahun 2000 sampai dengan bularot tahun 2000, PT. Pura Barutama
sebagai penjual telah mengirimkan kepada pemlzalu yPerum Peruri, yang berupa kertas
uanag pecahan U-2000 diteruskan dengan pengirisaampai bulan Januari tahun 2001.
Pembelian kertas uang tersebut ada pemberitabe@ad& PT. Pura Barutama tentang transfer
uang untuk pembayaran kertas yang sudah dikirilkkpada Perum Peruri.

Dalam uji coba di mesin cetak Perum Peruri atakagarang produksi PT. Pura Barutama,
terdapat masalah yaitu ada sebagian dari kertag pargelombang dan ada kesulitan dalam
proses pemotongan. Pihak Perum Peruri menyatakéaskdari PT. Pura Barutama tidak layak
cetak atawsub-standart. Dalam uji coba tersebut telah dibuat berita aparaobaan, tetapi tidak
ditandatangani oleh para pihak.

Perkembangan selanjutnya terjadi sengketa antaranmP Peruri dengan PT. Pura
Barutama, yang berpangkal pokok pada pernyataannP&eruri bahwa kertas uang yang
bersangkutan tidak memenuhi standart spesifilsehaliknya menurut PT. Pura Barutama, dari
hasil laboratorium dinyatakan bahwa kertas uangl fpasduksinya telah memenuhi standart
spesifikasi dan layak untuk dicetak. Sengketa bertsternyata tidak dapat diselesaikan dengan
musyawarah, sebagaimana disebutkan ndalam perjgijatimbul sengketa sebelum menuju
arbitrase BANI akan dimusyawarahkan lebih dahulu.

Pada tanggal 23 April Tahun 2001 Perum Peruri migngsurat permohonan dengan
N0.1539//1V/2001 kepada BANI untuk mengadakanteabe sengketa mereka. Kemudian pada
tanggal 8 Mei tahun 2001 BANI dengan suratnya NdO475/V /BANI/15-hu, memberitahukan
kepada PT. Pura Barutama perihal permohonan asbiti@h Perum Peruri.

Putusan BANI

Tanggal 14 Juli 2002 BANI memutuskan atas sengkekalui arbitrase antara PT.Pura
Barutama dengan Perum Peruri dalam register No/N/ARB/BANI/2001, yang kemudian
pada tanggal 29 Juli 2002 oleh BANI didaftarkanRengadilan Negeri Kudus dengan register
No.1/ARB/2002/PN.KDS.
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Putusan BANI mengabulkan gugatan Perum Peruri darPBra Barutama sebagai pihak
yang kalah karena ingkar janji. Isi putusan BANItaaa lain: PT. Pura Barutama harus
membayar keterlambatan sebesar US $ 276.000 segambalikan biaya pembelian. Selain itu
BANI juga memerintahkan pemusanahan kertas uang ggadikan pangkal sengketa.

Oleh karena isi lengkap secara penuh dari PutugaNI| Bersifat tertutup dan hanya
terbuka kepada para pihak yang bersengketa saj@ miaselengkapnya putusan BANI tidak
dapat diketahui umum. Walaupun demikian isi pokak gutusan BANI dapat diketahui yaitu:
PT. Pura Barutama dinyatakan wanprestasi; dan kdihu membayar denda serta
pengembaliannya dari uang yang telah diterimanya.

Pembatalan Putusan BANI

Putusan BANI No. 147/IV/ARBBANI/2001 tangal 4 J@D02, oleh PT.Pura Barutama
dinilai merugikan dirinya karena dianggap wanpr@stialam menyediakan kertas uang yang
berkualitas dan dihukum membayar kembali uang yetah diterimanya dari Perum Peruri.
Bentuk konkrit dari rasa tidak puas atas putusahNB®&rsebut, PT. Pura Barutama mengajukan
permohonan Pembatalan Putusan Abitrase sebagauintna dalam Undang Undang No. 30
Tahun 1999, yaitu ke PN Kudus dan telah terdaftengdn nomer register  No.
30/Pdt.P/2002/PN.KDS. Adapun alasan atau dalil y¢iagikan dalam permohonan pembatalan
putusan arbitrase adalah Pasal 70 butir b dan butari Undang Undang No. 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Setagk Adapun dalil atau pokok yang
diajukannya adalah :

a. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yangsifaér menentukan yang
disembunyikan oleh pihak lawan (Pasal 70 butir &ifuy: Surat hasil test laboratotium
tentang kwalitas kertas uang dan test mesin pembaayg, tidak diajukan dalam
persidangan di BANI. Surat mana aberisi pernyabedoiwa kertas uang PT. Pura Barutama
telah memenuhi spesifikasi dan layak cetak.

b. Putusan yang diambil oleh BANI adalah hasil tipusiiat yang dilakukan oleh salah satu
pihak dalam pemeriksaan sengketa (Pasal 70 butir ya)tu salah satu arbiter
(Prof.Dr.Priyatna Abdurrasyid) berkepentingan dengdermohon, karena sebelumnya
telah ada hubungan kerja dengan Perum Peruri, ggghitidak terjaminnya obyektifitas

dalam pemeriksaan dan putusan BANI.
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c. Putusan BANI menghilangkan pendengaran para sditisiyang ada dalam berita acara
sidangnya.

d. Putusan BANI mengabaikan bukti-bukti dokumen yargu#tan oleh pemohon PT. Pura
Barutama.

e. Clausula arbitrase dalam perjanjian SP35 masikinbetfektip berlaku dan tindakan
pengajuan sengketa ini ke BANI, ternyata Perum rfPeselaku pemohon belum/tidak
mempunyai Surat Kuasa Khusus dari Bank Indonedizkunengajukan sengketa ke BANI.

Putusan P.N. KUDUS
Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI dimjuileh PT.Pura Barutama dan

Panitera P.N. Kudus sudah tepat dalam merigrestaesrmohonan keberatan atas putusan

arbitrase BANI No. 147/IV/ARB/BANI/2001, maksud nmezima artinya ada landasan Undang

Undang No. 30 Tahun 1999, bahwa putusan arbitrapatdliajukan keberatan dan P.N. Kudus

mempunyai kompetensi untuk memeriksa. Permohonaetden yang dimaksud isinya yaitu:

1. Provisionil: menyatakan Putusan BANI No. 147/IV/ABBNI/2001 ditunda
pelaksanaannya.

2. Pokok perkara:

a. Mengabulkan permohonan pemohon.

b. Menyatakan bahwa Putusan BANI No. 147/IV/ARB/BA2001 dibatalkan untuk

seluruhnya.

c. Menunjuk arbiter baru guna memeriksa kembali setaglemtara pemohon PT. Pura

Barutama dengan termohon Perum Peruri.

d. Menghukum pemohon membayar biaya perkara.

Pada mulanya PN Kudus dalam putusannya tanggal @@tds 2002 mengabulkan
permohonan pembatalan putusan BANI sekaligus mehkganarbiter baru. Perum Peruri
mengajukan banding ke Mahkamah Agung atas putessebut, dengan alasan antara lain tidak
pernah dipanggil untuk diperiksa dan dilibatkatadagugatan keberataan yang diajukan PT.
Pura Barutama di PN Kudus. Putusan Mahkamah AgurgO@N Banding/Wasit/2002
mengabulkan permohonan banding Perum Peruri danbatatkan putusan P.N. Kudus, dan
memerintahkan kepada P.N.Kudus membuka persidangag dengan melibatkan Perum
Peruri. Dalam persidangan baru oleh P.N. Kudusba®dan Perum Peruri, putusannya tetap

memenangkan pihak PT. Pura Barutama.
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PN Kudus dalam pertimbangannya, bahwa Surat Kuasg gipermasalahkan oleh PT.
Pura Barutama yaitu Perum Peruri tidak mempunyaatSkiuasa dari Bank Indonesia untuk
bertindak dalam persengketaan yang dimaksud ditraski BANI dikabulkan. Walaupun
sebenarnya tidak adanya Surat Kuasa tidak daatikiyn alasan untuk mengajukan pembatalan
putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasalndang Undang No. 30 Tahun 1999.
Sedangkan Perum Peruri hanyalah menjalankan kuds& melakukan pemesanan pembuatan
kertas uang dari Bank Indonesia dan kemudian méalaeya. Tidak adanya Surat Kuasa
Khusus dari Bank Indonesia kepada Perum Perurikumenyelesaikan sengketa di arbitrase
BANI, berarti sebenarnya Perum Peruri tidak bermgnantuk bersengketa dengan PT. Pura
Barutama.

Akhirnya PN Kudus No.30/Pdt.P/2002/PN.Kds. memkeputusan tanggal 29 Agustus
2002, yang amar putusannya sebagai berikut: mendatim provisi mengabulkan permohonan
penundaan pelaksanaan putusan arbitrase BANI NOVI4ARB-BANI//2001. Sedangkan
putusan dalam pokok perkara:

1. mengabulkan permohonan untuk sebagian.

2. putusan BANI No.147/1IV/ARB-BANI/2001, dibatalkan tuk seluruhnya.
3. menolak permohonan pembatalan untuk selebihnya.

4. menghukum termohon membayar biaya perkara.

Putusan Mahkamah Agung

Penilaian Perum Peruri sebagai pihak yang kalathatep Putusan PN Kudus
No0.30/Pdt.P/2002/PN.Kds. dinilai tidak adil, olearé&na itu berdasarkan Pasal 72 (4) Undang
Undang No. 30 Tahun 1999 mengajukan banding ke Brabk Agung sebagai tempat upaya
hukum terakhir, memori banding diajukan oleh Pemlbzy dan Terbanding tanggal 12
Agustus 2003, kemudian tangal 11 September 20@83ataban banding para pihak didaftarkan
kepada kepaniteraan PN Kudus. Upaya hukum yang kduma hanyalah banding atas
pembatalan putusaan arbitrase berdasarkan Pasal 70.

Undang Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitraze Alternatif Penyeleswaian
Sengketa tidak mengatur mengenai hukum acara pesaan banding atas putusan arbitrase,
baik arbitrase ad-hoc maupun arbitrase instituslak adanya pengaturan tersebut berarti
sebanarnya Mahkamah Agung secara yuridis tidak engunyai pedoman yang jelas

mengenai tatacara dalam memeriksa dan mengadiiitng. Mahkamah Agung memeriksa dan
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mengadili upaya hukum banding atas putusan penalpagaitusan arbitrase oleh Pengadilan
Negeri Kudus bukan berdasar Undabgdang No. 30 Tahun 1999, tetapi berdasarkan Undang
Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungngga dalam pemeriksaan
menggunakan aturan sebagaimana kasasi yang mkeyaginangan Mahkamah Agung.

Adapun Putusan Mahkamah Agung No. 1/BANDING/WASDU2, dengan
memperhatikan Undang Undang No. 30 Tahun 1999 datahty Undang No. 14 Tahun 1985
serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangarg \bersangkutan, Mahkamah Agung
mengadili: pertama, mengabulkan permohonan banding dari Pembandyagtd Perum Peruri
yang diwakili oleh kuasanya yaitu Ny. Hartini MoahSH dkk ;kedua, menolak permohonan
Banding oleh Pihak Pembanding Il yaitu PT. PurauBana yang diwakili kuasanya Luhut
MP.Pangaribuan, SH dkkketiga, batalkan putusan PN Kudus No. 30/Pdt.P/2002/RiN. K
yang bertanggal 2 Juli 2003. Selain itu Mahkamahrggmengadili sendiri dalam konpensi dan
rekonpensi menolak eksepsi termohon. Adapun datswlkpperkara:

1. mengabulkan permohonan banding Perum Peruri uetogkgsan.

2. menetapkan PT. Pura Barutama telah ingkar jaawi atanprestasi.

3. menghukum termohon untuk untuk membayar dendal&etbatan penyerahan kertas uang
sebesar Rp. 2.630.394.678,00.

4. menghukum termohon untuk membayar kepada pemobbaesar bank garansi sesuai
dengan perjanjian.

5. menghukum termohon untuk memusnahkan kertas uamg giperjanjikan atas biaya dari
termohon.

6. menghukum termohon untuk mengembalikan semua uvamfpgyaran yang telah dilakukan
oleh pemohon dan diterima oleh termohon sebes&1R{83.569.633,70.

Berikut ini analisis kwalitatif atas putusan Mahlkam Agung berkanaan dengan
pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasand&kputusan tersebut, yaitu :

1. Melalaikan ketentuan Pasal 70 U.U. No. 30 Tahur9199

Berdasarkan Pasal 70 Undang Undang No. 30 Tahuf, 18%hwa alasan pembatalan
putusan arbitrase bersifat limitative, artinya sutlegas pengaturannya tetapi oleh PN. Kudus
permohonan pembatalan putusan arbitrase BANI tdimgpima, selain itu juga mengabaikan
ketentuan dalam undang-undang bahwa putusan asbibersifat final dan mengikat. Sehingga

permohonan pembatalan putusan arbitrase benar-bangat terbatas peersyaratannya dan jelas,
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dengan demikian berarti PN. Kudus telah bertin@dki Idengan tetap menerima dan memeriksa
permohonan keberatan oleh pihak PT. Pura Barutama.

Majelis PN. Kudus telah menafsirkan kata “dapatfach Pasal 70 Undang Undang No. 30
Tahun 1999 yang diartikan sebagai “tidak harusdmamnengajukan alasan pembatalan putusan
arbitrase, adalah terlalu gegabah. Pengertian ttapag dimaksud sebenarnya sudah sangat
tegas dan tidak perlu ditafsirkan lagi, sehinggakiada alasan lain kecuali yang telah diatur
dalam pasal tersebut.

Menerima alas an pembatalan di luar yang telahudidalam Pasal 70 adalah sangat
berlebihan, dan nampak adanya keberpihakan PN. Kddlam menerima, memeriksa dan
mengadili keberatan atas putusan arbitrase BANiaRR&an yang “tidak harus” yang dilakukan
oleh Majelis Hakim PN. Kudus jelas dimaksudkan gabgustifikasi yang menyatakan dirinya
berwenag untuk memeriksa dan memutus atas permolpemabatalan putusan arbitrase.

Pertimbangan yang diajukan oleh Mahkamah Agung mekkan bahwa majelis hakim
PN. Kudus telah lalai dalam menerapkan hukum umtekneriksa dan memutus permohonan
pembatalan putusan arbitrase BANI, hal ini disebaldlasan pembatalan tidak tepat dan adanya
keberpihakan majelis kepada PT. Pura Barutama aepétgk pemohon pembatalan putusdan
arbitrase BANI.

2. Penggunaan kesaksian yang putusannya telah duayalt@atal demi hukum

Majelis hakim PN. Kudus telah memasukkan keteraskga@rangan dari para saksi, yang
sebenarnya keterangan para saksi tersebut telahakign dalam persidangan sebelumnya yang
keputusannya telah dinyatakan batal demi hukumamgbemeriksaan PN. Kudus saksi-saksi
yang diajukan hanya sepihak, sedangkan pihak tem@embatalan putusan arbitrase BANI,
yaitu Perum Peruri tidak memperoleh kesempatarkunembantah atau menyanggah kesaksian
tersebut. Sehingga secara formil keterangan saksi-gersebut tidak bernilai.

Keterangan saksi-saksi dalam putusan yang telafatdikan batal demi hukum, kemudian
digunakan lagi kesaksian-kesaksian tersebut mdk@naenya kesaksian tersebut tidak berharga
dan cacat hukum, sehingga tidak dapat dijadikamags bahan pertimbangana dalam
putusannya, patutlah dinyatakan tidak bernilai da@dah karena itu kesaksiannya harus
dibatalkan.

3. Penggunaan alasan selain Pasal 70 U.U. No. 30 TaB88 sebagai alasan pembatalan

putusan arbitrase



WACANA HUKUM VOL VIII NO. 2 OKTO 2009

Majelis hakim PN. Kudus membahas perlunya SuratsEughusus dari Bank Indonesia
kepada Perum Peruri sebagai bentuk nyata bahwanF@ewri mempunyai kompetensi sebagai
pihak yang berperkara di arbitrase BANI.

Pihak termohon pembatalan yaitu Perum Pruri melkdalibahwa dirinya mempunyai
kompetensi dalam persengketaan yang diperiksa alditrase BANI, sebenarnya perlu
dipertanyakan. Hal ini mengingat Perum Peruri dalkagiatannya memesan kertas uang dan
mencetak uang kertas atas dasar perintah Bank éstgrkarena adanya keharusan pengadaan
kertas uang melalui tender sedangkan Bank Indotidsia memepunyai Angka Pengenal Impor
(API), sehingga atas inisiatip Bank Indonesia meikba perintah untuk melakukan kegiatan
tersebut untuk dan atas nama Bank Indonesia.

Pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agungetlart sebenarnya melupakan
adanya ketentuan bahwa inisiatif dan pembiayaarbpatan uang kertas, mulai dari persiapan,
pemesanan kertas uang, pencetakan uang kertasnbahk®ai dengan sosialisasinya adalah
kewenangan Bank Indonesia. Memang sebenarnya rhasaiat kuasa yang dimaksud oleh PT.
Pura Barutama menjadi kompetensi aritrase BANIgdardemikian secara formil masalh Surat
Kuasa Khusus oleh pemohon pembatalan sudah selgydikmahas dalam pemeriksaan arbitrase
BANI.

Sedangkan masalah yang berupa permohonan penmbptdigsan arbitrase BANI antara
pemohon dan termohon, yaitu antara PT. Pura Baeutdam Perum Peruri, sehingga sudah
selayaknya PN. Kudus tidak lagi mempermasalahkasnyad surat kuasa tersebut. Bagi
Mahkamah Agung sebenarnya masih harus mempertirkBangdanya Surat Kuasa Khusus
tersebut sebagai bahan petimbangan dalam membpatukannya, tetapi justri Mahkamah
Agung mengabaikannya.

4. Pemeriksaan ulang, berarti telah melakukan inteiveshan melakukan pelanggaran
kompetensi mutlak arbitrase.

Majelis hakim PN. Kudus menilai kasus sengketaranBerum Peruri dengan PT. Pura
Barutama masih premature, dan sudah selayakny& tidtak dikatakan sebagai wanprestasi
yang kemudian diajukan permohonan arbitrase ke BANhilain tersebut mempunyai makna
bahwa PN. Kudus telah melakukan intervensi padelpgierkara, yang sebenarnya bukan
merupakan kompetensinya, tetapi sebenarnya kewanayg hanya terbatas berdasarkan Pasal
60 UU No. 30 Tahun 1999 saja. Mahkamah Agung dgi@mimbangannya bahwa sengketa
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tersebut materi pokoknya telah diputuskan olehtraade BANI, sehingga PN. Kudus tidak dapat
masuk untuk intervensi pada materi pokok sengketany

Dalam putusannya Mahkamah Agung tepat dalam mepuaisan majelis PN. Kudus,
karena pengadilan negeri hanya berwenang memep&saohonan pembatalan berdasarkan
Pasal 70 saja, dan tidak mempunyai kompetensi aeuoatlak dalam memberikan penilaian
tentang belum saatnya dapat dinyatakan wanpredtaisipihak PT. Pura Barutama. Padahal
kenyataannya materi pokok mengenai persengketaameygadi kewenangan arbitrase BANI
dan telah diputus.

Majelis hakim PN. Kudus juga mengingkari adanysapgan bahwa putusan arbitrsase
bersifat final dan mengikat yang bersifat mutlakada khasanah arbitrase. Selain itu adanya
ketentuan dalam Pasal 62 (4) Unang Undang No. 3uimd999, yang menyatakan bahwa
Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan ataung®Enbgan dari putusan arbitrase, sehingga
jika majelis telah memriksa atau memasuki khasatahan dan pertimbangan putusan arbitrase
maka ini merupakan kesalahan dalam penerapan hukum.

5. Laporan pemeriksaan saksi ahli sebagai kesaladregas materiil, karena telah menyimpulkan
bahwa kertas uang layak cetak dan seolah-olah mémspesifikasi yang diperjanjikan.

Majelis Hakim PN Kudus memakai alat bukti yang kideuat, karena tidak dapat dan
belum pernah diperlihatkan dan/atau diserahkannyasli Mahkamah Agung tepat dalam
penerapan hukumnya, karena menilai putusan PN. Ksdbagai kesalahan materiil karena dari
hasil pemeriksaannya telah menyimulkan bahwa keréag) sesuai dan memenuhi spesifikasi
yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Kesimpuasil pemeriksaan bahwa obyek yang
dijadikan kesaksian untuk pembanding dengan keidag yang disengketakan berbeda, dapat
diduga sebenarnya kertas uang hasil pemeriksaam tpadal 13-15 Agustus 2002 merupakan
kertas uang yang baik dan layak cetak buatan hahnatdkhusus untuk pembuktian oleh pihak
PT. Pura Barutama.

Pendapat Mahkamah Agung bahwa P.N. Kudus tidak maeyap alas hak atau dalil
dengan menyatakan bahwa kertas uang yang diperlR$a Sucofindo yang menjadi pokok
sengketa telah memenuhi kualitas dan spesifikasy yelah ditetapkan dalam perjanjian, hal ini
disebabkan dalam proses pembuktian PT. Sucofirddk fpernah menegaskan bahwa kertas

uang yang diproduksi PT. Pura Barutama memenusifg{ssi sesuai perjanjian.
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Mahkamah Agung tepat dan jeli dalam penerapan kesakPT. Sucofindo untuk tidak
digunakan dalam memutuskan banding yang diajukamoRen kedua sebagai pemohon
pembatalan putusan arbitrase. Oleh karena kesaftsahal yang obyeknya berbeda, tentu saja
tidak dapat dijadikan dalil untuk dipertimbangkaaain putusan persengketaan yang diajukan
banding ke Mahkamah Agung.

6. Permohonan pembatalan mengada-ada, dipaksakan ulitategorikan sebagai alasan
permohonan pembatalan putusan arbitrase

Bukti fotocopy nota dinas yang diajukan oleh pemmopembatalan putusan arbitrase, yang
berupa tim terpadu lintas unit untuk penanganarukdsertas uang dipakai sebagai dasar
pembatalan putusan arbitrase BANI Padahal dokunaeg diajukan sama dengan yang telah
diajukan dalam pemeriksaan arbitrase BANI, hasthg@ksaannya juga dinyatakan tidak dapat
diterima sebagai dokumen untuk alat bukti oleh teabeé BANI. Adapun dokumen yang
dimaksud vyaitu untuk mendalilkan bahwa salah satm drbiternya yaitu Prof.Priyatna
Abdurrasyid mempunyai hubungan kepentingan denglah satu pihak yang bersengketa.

Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengdili setetinadap putusan majelis adalah
tepat, karena PN. Kudus telah menyimpulkan (daktibgang tidak pernah ada apalagi untuk
dilegalisasi dengan aslinya tentu saja tidak akapat terwujud), bahwa ada hubungan
kepentingan Perum Peruri dengan salah seoranggraga yaitu Prof. Priyatna Abdurrasyid
adalah salah dan oleh karena itu putusan PN. Kloalus dibatalkan.

7. Hal-hal yang diajukan oleh pemohon pembatalan putasbitrase BANI/termohon banding
adalah mengada-ada, terlalu dipaksakan untukegjkaikan sebagai alasan permohonan
pembatalan putusan arbitrase.

Dalil yang diajukan oleh pemohon pembatalan arbtrd8ANI terlalu mengada-ada,
bahkan dalil yang diajukan tersebut diterima beg#fja oleh PN. Kudus yaitu mengenai
menyembunyikan dokumen dan tindakan tipu musliki@hkamah Agung menilai bahwa dalil
tersebut mengada-ada dan nampak adanya keberpib@kianKudus dalam memeriksa
permohonan pembatalan tersebut, hal ini nampak d&&HW Kudus tidak memperhatikan Pasal
70 Undang Undang No. 30 Tahun 1999 yang mengataragdimitative mengenai alas an dalam
mengajukan pembatalan putusan arbitrase.

Kondisi yang dipaksakan tersebut juga berupa tat#dnya surat kuasa khusus dari Bank

Indonesia serta tidak diajukannya dokumen asli ¢é&gmohon pembatalan, yang sebenarnya
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tidak ada. Memang jika merujuk proses pembuataig kartas adalah kompetensi dan inisiatip
dari Bank Indonesia menurut peneliti memang selbgaaperlu pembuktian tersebut, karena
Perum Peruri hanyalah menjalankan kuasa Bank Is#rdalam pengadaan kertas uang dan
mencetak uang kertas. Mahkamah Agung masih relevamlak untuk menjadikan fotocopy
nota dinas yang tidak dilegalisasi sebagai alatityaikg diajukan pemohon pembatalan putusan
arbitrase BANI, oleh karena tidak sah sebagai buktika Mahkamah Agung tepat sekali
penerapan hukumnya dengan menolak sebagai alattiéngabut.

Penilaian Mahkamah Agung tentang dipaksakan, yakagteforikan sebagai dokumen
yang disembunyikan sebagaimana diatur dalam FPadalirufc Undang Undang No. 30 Tahun
1999 diuraikan sebagai berikut :

a. Termohon pembatalan tidak mempunyai surat kuassushu

b. Termohon pembatalan sengaja tidak menunjukkan dekuang seharusnya diajukan dan
putusan BANI membenarkannya;

c. Termohon salah seorang arbiter yang diajukan oéemdhon mempunyai kepentingan
financial dengan termohon pembatalan;

d. Penggunaan Rancangan Undang Undang Kepailitagaeldasar pertimbangan;

e. Putusan BANI menghilangkan pendengaran saksi-saksi;

f.  Putusan BANI mengesampingkan bukti-bukti suratgydiajukan pemohon pembatalan;

g. Klausula arbitrase dalam perjanjian belum berldielte; dan

h. Putusan BANI menyalahkan yang bukan pihak dalansepgketaan yang dikategorikan

sebagai tipu muslihat.

8. Sengketa yang timbul antara pemohon pembataledding dan Termohon
pembatalan/Pembanding, adalah sengketa antararkedtexsebut dan bukan dengan pihak
lain yaitu Bank Indonesia sebagai legal standiag akerjanjian pengadaan kertas uang dan
pencetakan uang kertas.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa pihak yang tediam perjanjian adalah antara
Perum Peruri dengan PT. Pura Barutama, hal iniyang diakui oleh BANI dalam pemeriksaan
arbitrase.

Seharusnya Mahakamah Agung mempertimbangkan mengesas dan prosedur dalam
pembuatan uang rupiah, sejak perencanaan sampgardgencetakan dan sosialisasi kepada

masyarakat. Mahkamah Agung sebagaai lembaga patiggi dalam memberikan putusaan
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yang seadil-adilnya, seharusnya turut memerikedu#tukan dan kewenangan Bank Indonesia
yang mempunyai kompetensi untuk pembuatan uangkeupiah. Apabila Mahkamah Agung
telah memeriksa mengenai ketentuan yang ada datark Bdonesia, dalam proses pembuatan
uang kertas rupiah maka keputusan Mahkamah Agulagndikasus ini tentu sangat berbeda.
Selain itu kenyataannya yang menanggung kerugaalala Bank Indonesia, karena kertas uang
yang dipesan oleh Perum Peruri kepada PT. Puratddaautersebut sebenarnya milik Bank
Indonesia. Dalam hal ini putusan Mahkamah Agun@ktidepat karena tidak menyetujui
intervensi Bank Indonesia, bahkan yang menangguanggkan atas pemusnahan kertas uang
yang dilaksanakan PT. Pura Barutama adalah Ban&n&sila sebagai pemilik kertas uang
tersebut.

9. Keberadaan Surat Kuasa Khusus dari Bank Indonepiada termohon pembatalan/pemohon

banding sebenarnya tidak ada.

Perum Peruri dalam posisi sebagai pihak dalam stagidak ada surat kuasa khusus dari
Bank Indonesia. Suatu dokumen yang keberadaannggahmerupakan asumsi pemohon
pembatalan, yang tidak dapat dijadikan delik pertyenyian dokumen sebagaimana diatur
dalam Pasal 70b Undang Undang No. 30 Tahun 1999. Alasan menyegikam dokumen
sebagaimana diatur dalam Pasalb7tersebut, jika dokumen yang dimaksud ditemukangya
berarti bahwa dokumen yang dimaksud yaitu suras&udnusus dari bank Indonesia sudah
ditemukan.

Mahkamah Agung berpendirian sama dengan arbitradd Brengenai tidak adanya surat
kuasa khusus dari Bank Indonesia. Sebenarnya Batdnésia yang mempunyai kompetensi
untuk membuat kertas uang dan uang kertas, sedarRiaum Peruri hanyalah menjalankan
tugas yang menjadi kewenangan Bank Indonesia.lahiyang seharusnya dipertimbangkan,
tetapi tidak dilakukan oleh Bank Indonesia. @ Mamih Agung patut disayangkan tidak
mengijinkan Bank Indonesia melakukan intervensukasi, padahal Bank Indonesia inilah yang
sebenarnya mempunyai posisi sebagai pemesan ketas dan pemesan pencetakan uang
kertas.
10.Persoalan mengenai dugaan adanya kepentingarcishaari salah seorang arbiter tidak

terbukti, dan dalam persidangan arbitrase BANIhtalibahas, sehingga tidak selayaknya

dijadikan alasan pembatalan putusan arbitrase.
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Persoalan mengenai ada atau tidaknya hubungan ci@hanyaitu antara termohon
pembatalan yaitu dengan Perum Peruri dengan satahargy arbiternya Prof. Priyatna
Abdurrasyid sesungguhnya telah dikemukakan olehopen pembatalaan/termohon banding
dalam persidangan arbitrase oleh BANI.

Adanya hak ingkar yang diajukan oleh pemohon peatdiratermohon banding tidak dapat
dijadikan alasan untuk pembatalan putusan arbitB#SH| berdasarkan pasal 7€ dengan
alasan tipu muslihat. Oleh karena masalah arlgtah tdibahas dalam BANI, serta proses hukum
telah berjalan, dan telah diterima para pihak henggmpai pada putusan arbitrase BANI, maka
seharusnya pemohon pembatalan/termohon banding mé@agajukan hak ingkar melalui tipu
muslihat sebagaimana diatur dalam Pasat.78ebenarnya hak ingkar tersebut diajukan pada
saat pennunjukan dan pengangkatan arbiter BANjpietidak dilakukan oleh pemohon
pembatalan. Setelah putusan BANI terjadi kekalapada PT. Pura Barutama, kemudian
mengajukan permohonan pembatalan ke PN. Kudus.gddedemikian sudah seharusnya PN.
Kudus mengabaikan dan menolak untuk melakukan pabgoutusan arbitrase BANI.
11.Penilaian ulang atas kasus kertas uang oleh majakisn PN. Kudus, merupakan tindakan

intervensi dari kompetensi arbitrase.

Majelis hakim PN. Kudus sudah tidak berwenang ragmeriksa bukti-bukti yang telah
diajukan para saksi-saksi yang sudah pernah diajd&am persidangan majelis arbitrase BANI.
Demikian pula keterangan para saksi, karena oramggotersebut dalam kesaksiannya telah
memberi keterangan berupa materi yang sama di badapjelis arbitrase BANI, sehingga tidak
ada bukti-bukti yang baru.

Dalil yang diajukan oleh pemohon pembatalan/termadbending yang menyatakan bahwa
majelis arbitrase BANI telah menghilangkan pendemggendengaran para saksi, sebenarnya
sudah digunakan oleh majelis arbitrase BANI untidomatuskan sengketanya, yang kemudian
oleh pemohon pembatalan arbitrase BANI diajukandatam hal yang sama dalam pembatalan
kepada PN. Kudus. Tuduhan yang diajukan oleh pemplkembatalan tersebut mempunyai arti
sama dengan tidak mau menerima pertimbangan dat-dukii yang telah digunakan oleh
BANI, yang sebenarnya telah menjadi pilihan parebisendiri, sebagai dasar untuk membuat
keputusan arbitrase BANI.

Pada akhirnya dalam hal Menimbang, bahwa atas &elmekeberatan banding dari

Pembanding II/Pemohon pembatalan tersebut Mahkasging berpendapat mengenai
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keberatan yang diajukan pemohon pembatalan putaikainase BANI. Keberatan tidak dapat
dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salalamamenerapkan hukum, lagi pula keberatan
tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yaegsifat penghargaan tentang suatu
kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkaandalal tigkat banding, karena pemeriksaan
tingkat banding hanya berkenaan dengan adanyalakesa penerapan hukum, adanya
pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelala@and memenuhi syarat-syarat yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yam@mpgancam Kkelalaian itu dengann
batalnya putusan yang bersangkutan atau apabigagian tidak berwenang atau melampaui
batas wewenangnya, sebagaimana diatur dalam RPasahdang Undang No. 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atdsa rpparmohonan pembatalan
putusan arbitrase BANI harus ditolak. Menimbanghokarena itu permohonan banding oleh
termohon pembatalan/pemohon banding dapat ditertaa dinyatakan menang dalam
pemeriksaan banding oleh Mahkamah Agung. Selargutpgmohon pembatalan/termohon
banding yaitu PT. Pura Barutama dinyatakan sebadak yang kalah dan permohonan
bandingnya ditolek, dengan konsekuensi dihukum bag@r biaya perkara sebesar Rp.
500.000,00.

Selain dihukum membayar biaya perkara tersebléngkapnya Putusan Mahkamah
Agung No. 1/BANDING/WASIT/2003, dengan memperhatikdndang Undang No. 30 Tahun
1999 Undang Undang No. 14 Tahun 1985 serta pasalpain dari peraturan perundangan
yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengapiitama, mengabulkan permohonan banding
dari Pembanding | yaitu Perum Peruri yang diwakiéh kuasanya yaitu Ny. Hartini Mochtar,
SH dkk ; kedua, menolak permohonan Banding oleh Pihak PembanHingitu PT. Pura
barutama yang diwakili kuasanya Luhut MP.Panganb& dkk. ketiga, membatalkan putusan
Pengadilan Negeri Kudus No. 30/Pdt.P/2002/PN Kdag bertanggal 2 Juli 2003. Selain itu
putusan Mahkamah Agung juga mengadili sendiri dakmpensi dan rekonpensi menolak
eksepsi termohon. Adapun dalam pokok perkara:

1. mengabulkan permohonan banding Perum Peruri uetokgsan.
2. menetapkan bahwa termohon banding PT. Pura Barutametah ingkar janji atau

wanprestasi.
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3. menghukum termohon untuk untuk membayar dendal&stbatan penyerahan kertas uang
sebesar Rp. 2.630.394.678,00.

4. menghukum termohon untuk membayar kepada pemoblbasar bank garansi sesuai
dengan perjanjian.

5. menghukum termohon untuk memusnahkan kertas uamg giperjanjikan atas biaya dari
termohon.

6. menghukum termohon untuk mengembalikan semua uvamdpgyaran yang telah dilakukan
oleh pemohon dan diterima oleh termohon sebes&1R{83.569.633,70.

KESIMPULAN

Dalam penerapan hukumnya Mahkamah Agung sudah tepgak membatalkan semua
keputusan PN. Kudus mengenai pembatalan putuséraaebBANI, hal ini disebabkan majelis
PN. Kudus telah melampaui kompetensinya dengan onh&mgy pemeriksaan pokok sengketa
yang telah diputuskan arbitrase BANI.

Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili sendiriuyaditngan tidak mengulangi
pemerikasaan pokok persengketaan yang telah dikartugeh arbitrase BANI, tetapi memeriksa
dalil-dalil yang diajukan pemohon banding/termolmembatalan sekaligus pemohon banding
lainnya/pemohon pembatalan putusan arbitrase BRHEitimbangan Mahkamah Agung bahwa
tidak ada alasan yang menjadi dasar untuk adanpbaialan putusan arbitrase BANI, sehingga
putusan arbitrase dikuatkan dengan putusan Mahkahgaimg menjadi berkekuatan hukum
tetap.

Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung tersebuatpak bahwa majelis Mahkamah
Agung mengabaikan tentang adanya ketentuan prosegagaan kertas uang dan adanya
inisiatip pencetakan uang kertas rupiah adalah Badknesia. Bank Indonesia mempunyai
kompetensi mutlak atas pengadaan kertas uang dwetpkan uang kertas, sedangkan Perum
Peruri hanyalah melaksanakan tugas pengadaan cdmetpkan uang kertas atas kuasa atau
penugasan dari Bank Indonesia. Sehingga semediayk Indonesia diberi kesempatan dalam
intervensi banding, artinya intervensi yang dimakswpaya dipertimbangkan karena yang
menanggung kerugian adalah Bank Indonesia. Banbnkgla yang mempunyai inisiatif untuk

membeli dan memiliki kertas uang yang dipesan dglambelian yang dilakukan oleh Perum
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Peruri, sedangkan obyek sengketa yaitu kertas dafagn putusan majelis Mahkamah Agung

harus dimusnahkan.
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